
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1076, 2016 MA. Atasan Langsung. Pengawasan dan 
Pembinaan. Pencabutan. 

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menegakkan dan menjaga martabat serta 

kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, 

Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan 

atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran 

perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin; 

  b. bahwa untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau 

pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu 

dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus 

menerus oleh setiap atasan langsung terhadap 

bawahannya; 

  c. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas 

Pengawasan, dipandang tidak sesuai, sehingga perlu 

diganti; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
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menetapkan  Peraturan Mahkamah Agung tentang  

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

Bawahnya;   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum 

Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5591); 

  4. Dihapus 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGAWASAN 

DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI 

BAWAHNYA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung adalah 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap 

pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina 

dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang 

berada langsung di bawahnya untuk dapat 

melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta 

berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang 

bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus 

dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, 

secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas 

bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi 

secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di 

lingkungan Mahkamah Agung. 

4. Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim 

Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad 

Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan-

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

5. Bawahan adalah Hakim atau aparatur di lingkungan 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya yang menjadi objek pengawasan atasan 

langsung. 

6. Aparatur adalah seluruh aparat pengadilan yang bukan 

berstatus sebagai Hakim di seluruh pengadilan di 

Indonesia dalam semua lingkungan peradilan serta 

satuan kerja di bawah Mahkamah Agung kecuali 

aparatur pengadilan pajak. 
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7. Kode Etik Aparat Peradilan adalah kode etik dan 

pedoman perilaku Hakim, kode etik dan pedoman 

perilaku panitera dan jurusita, peraturan perilaku 

pegawai Mahkamah Agung serta norma perilaku aparat 

pengawas. 

8. Atasan Langsung adalah pejabat yang berdasarkan 

struktur organisasi berada satu tingkat atau langsung 

membawahi Hakim atau pegawai pengadilan yang 

menjadi objek pengawasan dan pembinaan. 

9. Atasan Langsung, meliputi para Pimpinan Mahkamah 

Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan 

Pengadilan Tingkat Pertama dan pejabat struktural di 

lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan dan seluruh 

satuan kerja di bawahnya. 

10. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, para Wakil 

Ketua serta para Ketua Muda/Kamar di Mahkamah 

Agung. 

11. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding adalah 

Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala pengadilan 

tingkat banding di seluruh lingkungan peradilan di 

bawah Mahkamah Agung. 

12. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama adalah 

Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala pengadilan 

tingkat pertama di seluruh lingkungan peradilan di 

bawah Mahkamah Agung. 

13. Pejabat Struktural adalah pemangku jabatan struktural 

setingkat eselon I sampai dengan eselon IV di lingkungan 

Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan di 

bawahnya. 

14. Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan-

pengadilan yang menangani perkara-perkara di tingkat 

banding di seluruh lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung. 

15. Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan-

pengadilan yang menangani perkara-perkara di tingkat 

pertama di seluruh lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung. 
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BAB II 

KEWAJIBAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  

ATASAN LANGSUNG 

 

Pasal 2 

Setiap atasan langsung wajib: 

a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas 

pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di 

dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus. 

b. mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja 

berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga 

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 3 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a 

dilaksanakan paling sedikit dengan: 

a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan 

tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan 

ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan 

berhasilguna;  

b. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas bawahan;  

c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan 

penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, 

menentukan sebab dan akibatnya serta cara 

mengatasinya;  

d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-

langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya 

dengan memperhatikan kewenangan 

pejabat/instansi yang terkait; dan 

e. berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara 

berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu 

pengawasan yang dilakukannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

a, dilaksanakan dengan: 
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